
 Panduan Fatwa MUI Sulawesi Selatan hadir sebagai 

pedoman dalam memahami dan melaksanakan fungsi 

fatwa secara ilmiah, metodologis, kolektif, dan bertanggung 

jawab. Buku ini menguraikan perjalanan sejarah fatwa 

dalam Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad saw., masa 

sahabat dan tabi‘in, perkembangan mazhab ��kih, hingga 

transformasi lembaga fatwa di era modern.

 Tidak hanya membahas aspek historis, buku ini juga 

menguraikan jalur-jalur fatwa (masālik al-iftā’), tata kerja 

mufti, prinsip kolektivitas keilmuan, pertimbangan 

maqāsid al-sharī‘ah, pemahaman terhadap realitas sosial, 

serta kaidah dan batas-batas perubahan fatwa. Di dalamnya 

turut disajikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa 

MUI Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pedoman aplikatif 

dalam proses perumusan fatwa.

 Buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengurus 

MUI, anggota Komisi Fatwa, dai, akademisi, serta pihak 

terkait dalam memahami proses fatwa yang berlandaskan 

sumber syariat, disiplin metodologis, musyawarah, dan 

kemaslahatan umat. Berakar pada syariat, berpijak pada 

ilmu, dan responsif terhadap realitas masyarakat.
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KATA PENGANTAR
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat disusun dan dihadirkan sebagai 
pedoman resmi dalam pelaksanaan tugas keulamaan, khususnya di 
bidang fatwa.

Fatwa merupakan amanah keilmuan dan tanggung jawab 
keagamaan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan umat. 
Sejarah Islam menunjukkan bahwa fatwa tidak pernah diposisikan 
sebagai pendapat personal yang bebas nilai, melainkan sebagai hasil 
ijtihad yang berlandaskan Al-Qur’an, Sunnah, maqāṣid al-sharī‘ah, 
serta pertimbangan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, fatwa 
menuntut keilmuan yang mendalam, integritas moral, kehati-hatian 
metodologis, dan kepekaan sosial.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara bangsa yang majemuk, 
fatwa memiliki fungsi strategis sebagai panduan keagamaan yang 
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menyejukkan, moderat, dan konstruktif. Majelis Ulama Indonesia 
(MUI), sebagai wadah musyawarah ulama lintas ormas dan mazhab, 
memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap 
fatwa yang dikeluarkan tidak hanya sahih secara syar‘i, tetapi juga 
relevan dengan realitas sosial dan kearifan lokal.

Buku panduan ini disusun untuk memberikan landasan historis, 
metodologis, dan operasional bagi pelaksanaan fatwa di lingkungan 
MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalamnya dibahas sejarah 
perkembangan fatwa dalam Islam, jalur-jalur fatwa (masālik al-iftā’), 
kaidah perubahan fatwa, hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) 
fatwa yang bersifat aplikatif dan kelembagaan.

Diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan bersama bagi 
pengurus MUI, anggota Komisi Fatwa, para dai, akademisi, serta 
pihak-pihak terkait dalam memahami dan menjalankan fungsi 
fatwa secara bertanggung jawab, moderat, dan berorientasi pada 
kemaslahatan umat dan bangsa.

Akhir kata, semoga buku panduan ini menjadi bagian dari 
ikhtiar kolektif dalam menjaga kemurnian ajaran Islam, memperkuat 
persatuan umat, dan menghadirkan fatwa yang menjadi rahmat bagi 
seluruh masyarakat.

Makassar, 18 Desember 2025
Ketua Majelis Ulama Indonesia

Provinsi Sulawesi Selatan

Prof. DR. KH. Najamuddin Bin Abd Safa, Lc. M.A
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BAB I
SEJARAH FATWA DAN KEDUDUKANNYA 

DALAM ISLAM

A.	 Pengertian Fatwa dan Urgensinya bagi Umat
Fatwa secara terminologis adalah penjelasan hukum syariat 

terhadap suatu persoalan yang ditanyakan oleh individu atau 
masyarakat, tanpa daya paksa yuridis, tetapi memiliki kekuatan 
moral dan keagamaan yang besar. Al-Jurjānī mendefinisikan fatwa 
sebagai ikhbār ‘an ḥukm Allāh (pemberitahuan tentang hukum 
Allah), yang menegaskan bahwa fatwa bukan sekadar opini, 
melainkan representasi pemahaman terhadap kehendak syariat.1

Dalam kehidupan umat Islam, fatwa berfungsi sebagai jembatan 
antara teks syariat yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan 
yang dinamis. Karena tidak semua persoalan kehidupan dijelaskan 
secara eksplisit dalam nash, maka fatwa menjadi sarana utama 
untuk memastikan bahwa praktik keagamaan dan sosial umat tetap 
berada dalam koridor syariat².

1 ʿAlī ibn Muḥammad al-Jurjānī, al-Taʿrīfāt, ed. ضبط جماعة من المحققين, Beirut: Dār 
al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1983, hlm. 171.
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Secara bahasa, kata fatwa bersumber dari bahasa Arab, yaitu 
 Ibnu Manzhur merumuskan bahwa redaksi fatwa .“الفتوي”
terbentuk dari isi kata ”فتي“ atau ”فتوي“ yang berarti “muda, 
kebaruan, menjelaskan dan penerangan.“  Secara istilahi, kata 
fatwa bermakna pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam 
yang merupakan tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan yang 
diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat. Dalam 
kajian ushul fikih, fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan 
seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta 
fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.2 

Definsi fatwa secara istilah atau terminology, seperti yang 
dirumuskan oleh Zamakhsyari, yaitu suatu ilmu yang menjelaskan 
ketentuan hukum syariat terkait suatu isu atau permasalahan hukum 
berdasarkan suatu pertanyaan dari seseorang atau suatu komunitas 
dan badan tertentu. Sementara itu, Imam Syatibi mendifinisikan 
fatwa yang berarti al-ifta, yaitu suatu penafsiran-penafsiran ketentuan 
hukum syariat yang tidak ada ikatan untuk diikuti. Sedangkan  ulama 
senior, Yusuf Qardawi merumuskan bahwa fatwa merupakan suatu 
pengerahan berfikir untuk menjelaskan ketentuan hukum syariat 
terkait isu dan masalah tertentu sebagai respon dan jawaban atas 
pertanyaan yang dipertanyakan oleh peminta fatwa (mustafi) baik 
secara individual maupun kolektifitas.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa obyek 
dan substansi fatwa berkaitan dengan suatu persoalan tentang 
hukum Islam yang diajukan oleh peminta fatwa, baik sebagai 
pribadi, lembaga, pemerintah, maupun masyarakat secara luas. Sifat 

2 Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ʿIlm al-
Uṣūl, jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000, hlm. 4–6.
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fatwa itu tidak memiliki daya mengikat. Karena itu, substansi fatwa 
dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh peminta fatwa (mustafti) dan 
juga dapat menolak isi fatwa itu, ataupun dapat meminta fatwa 
kepada mufti lain. Secara hierarkis, hasil fatwa yang satu tidak dapat 
membatalkan keputusan fatwa mufti yang lainnya, berdasarkan 
suatu kaidah usul 3“ ِِجِْْتِِهََاد

�
 يََنْقِِْضُُ بِاِلْإِ

ا
جْْتِِهََادُُ لَا إلِإ

ْ
 “ اْ

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu: 
Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (legal 
opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau 
permintaan fatwa (based on demand).

Fatwa sebagai jawaban hukum (legal opinion) tidaklah bersifat 
mengikat. Orang yang meminta fatwa (mustafti), baik perorangan, 
lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau 
hukum yang diberikan kepadanya.

Contoh:
Persoalan transaksi ekonomi modern, seperti jual beli daring 
atau akad pembiayaan kontemporer, tidak ditemukan 
secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan Sunnah, sehingga 
membutuhkan fatwa sebagai penjelasan hukumnya 
berdasarkan prinsip-prinsip umum syariat.

B.	 Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Islam
Dalam sistem hukum Islam, fatwa menempati posisi strategis 

sebagai instrumen penjelas hukum, berbeda dengan qadhā’ 
(putusan hakim) yang bersifat mengikat. Al-Qarāfī membedakan 

3	 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ʿan al-Aḥkām, Beirut: 
Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998, hlm. 5–7.
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secara tegas antara fatwa dan keputusan hakim fatwa bersifat 
irsyādī (bimbingan), sedangkan qadhā’ bersifat ilzāmī (mengikat).

Meskipun tidak mengikat secara yuridis, fatwa memiliki 
pengaruh besar terhadap perilaku keagamaan masyarakat. Oleh 
karena itu, kesalahan dalam fatwa dapat berdampak luas dan 
sistemik. Inilah sebabnya para ulama klasik memperlakukan fatwa 
sebagai amanah besar yang tidak boleh diberikan kecuali oleh orang 
yang benar-benar memenuhi syarat ilmiah dan moral.

Hukum Islam sebagai salah satu bahan baku sistem hukum 
dan perundang-undangan Nasional telah memberikan andil yang 
cukup signifikan dalam terciptanya suatu perundang-undangan. 
Hukum Islam sebagai sumber bahan baku perundang-undangan 
Nasional didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Salah satu 
isi ketentuan UU tersebut menyebutkan bahwa arah pembangunan 
jangka panjang tahun 2005-2025 di bidang pembangunan hukum 
adalah mewujudkan sistem hukum Nasional yang mantap bersumber 
pada Pancasila dan UUD 1945. Yeni Salma Barlinti menganalisis bahwa 
secara eksplisit Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar penggunaan 
hukum Islam, serta sebagai sumber perundang-undangan Nasional.4 
Dengan diundangkannya UU No. 17 Tahun 2007 ini, maka GBHN 
1999 tidak berlaku lagi, GBHN 1999 secara jelas menyatakan bahwa 
agama menjadi salah satu sumber perundang-undangan Nasional.   

Materi hukum Islam tersebar pada tiga tempat, Pertama, 
terkandung dalam kitab-kitab fikih. Kedua, berbentuk peraturan 

4	 Yūsuf ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Barr, Jāmiʿ Bayān al-ʿIlm wa 
Faḍlih, jilid 2, Cairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 58–60.
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perundang-undangan yang bermuatan hukum Islam, diantara 
hukum Islam yang dilegislasi itu adalah Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 
tentang perbankan syariah, dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 
tentang wakaf. Ketiga, Putusan hakim yang telah dikodifikasi dalam 
bentuk yurisprudensi. Namun dilematisnya, karena ketiga sumber 
hukum Islam tersebut sering terjadi kontradiksi satu sama lainnya, 
baik antara fikih dengan perundang-undangan, maupun antara 
putusan hakim dengan perundang-undangan.5 Kelihatannya, fikih 
yang berbentuk fatwa maupun yang termaktub dalam kitab-kitab 
fikih klasik tidak dapat diperhadapkan dengan peraturan perundang-
undangan ketika terjadi kontradiktif, karena bentuk dan substansi 
fikih belum mengikat dan memaksa. Karena itu, melalui proses 
legislasi fikih diharapkan mampu untuk menafsirkan sesuatu yang 
sifatnya umum dalam peraturan perundang-undangan. 

Contoh:
Sebuah fatwa keagamaan tentang kehalalan atau keharaman 
suatu produk dapat memengaruhi perilaku konsumsi 
masyarakat secara luas, meskipun tidak disertai sanksi 
hukum formal.

C.	 Fatwa pada Masa Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم
Pada masa Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, fatwa sepenuhnya menyatu 

dengan fungsi kerasulan. Nabi صلى الله عليه وسلم adalah satu-satunya rujukan 
hukum, dan seluruh jawaban beliau terhadap persoalan umat 

5	 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah, jilid 4, Beirut: Dār 
al-Maʿrifah, 2004, hlm. 229–231.
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bersumber dari wahyu, baik yang bersifat langsung (Al-Qur’an) 
maupun melalui Sunnah. Oleh karena itu, fatwa pada periode ini 
bersifat pasti dan bebas dari kemungkinan kesalahan manusiawi.

Para ulama usul fikih menegaskan bahwa fatwa Nabi صلى الله عليه وسلم memiliki 
kedudukan yang sama dengan hukum syariat itu sendiri, karena 
beliau tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Hal ini menjadikan 
masa kenabian sebagai standar ideal dalam praktik fatwa sepanjang 
sejarah Islam.6

Contoh:
Ketika Nabi صلى الله عليه وسلم ditanya tentang hukum meminum nabīdh 
(minuman hasil perendaman kurma), beliau menjelaskan 
hukumnya secara bertahap sesuai kondisi para sahabat, 
menunjukkan bahwa fatwa juga memperhatikan kesiapan 
sosial umat.

D.	 Karakteristik Fatwa pada Masa Kenabian

Fatwa pada masa Nabi صلى الله عليه وسلم memiliki beberapa karakter utama. 
Pertama, bersifat edukatif, yaitu tidak hanya menjawab hukum, 
tetapi juga membina akhlak dan keimanan umat. Kedua, bersifat 
kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi penanya. Ketiga, 
mengarah pada kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Al-Shāṭibī 
menegaskan bahwa seluruh praktik hukum Nabi صلى الله عليه وسلم berorientasi 
pada realisasi maqāṣid al-syarī‘ah.7

6	 Sayf al-Dīn ʿAlī ibn Muḥammad al-Āmidī, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, jilid 2, 
Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1983, hlm. 34–36.

7	 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah, jilid 2, Beirut: 
Dār al-Maʿrifah, 2004, hlm. 8–10.
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Karakter ini penting dicatat sebagai fondasi metodologis, agar 
fatwa di masa setelah kenabian tidak terlepas dari ruh pendidikan 
dan kemaslahatan.

Contoh:
Jawaban Nabi صلى الله عليه وسلم yang berbeda terhadap pertanyaan serupa, 
misalnya tentang amalan paling utama menunjukkan bahwa 
fatwa mempertimbangkan kondisi dan kapasitas penanya.

E.	 Peralihan Otoritas Fatwa Pasca Wafat Nabi صلى الله عليه وسلم
Setelah wafatnya Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, otoritas fatwa beralih 

kepada para sahabat. Peralihan ini menandai fase baru dalam 
sejarah fatwa, di mana unsur ijtihad manusia mulai berperan secara 
signifikan. Meskipun demikian, para sahabat sangat berhati-hati 
dalam berfatwa dan sering saling melemparkan pertanyaan karena 
takut keliru dalam menyampaikan hukum Allah.8

Sikap kehati-hatian ini menunjukkan kesadaran mendalam para 
sahabat akan beratnya tanggung jawab fatwa, sekaligus menjadi 
teladan etika bagi lembaga fatwa di sepanjang sejarah Islam.

Contoh:
Diriwayatkan bahwa Umar bin al-Khattab r.a. sering 
mengumpulkan para sahabat utama sebelum memutuskan 
persoalan hukum yang berdampak luas bagi umat.

8	 Yūsuf ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Barr, Jāmiʿ Bayān al-ʿIlm 
wa Faḍlih, jilid 2, Cairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 64–66.
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F.	 Fatwa pada Masa Tabi‘in dan Pembentukan Tradisi 
Keilmuan
1.	 Posisi Tabi‘in dalam Rantai Otoritas Fatwa

Tabi‘in merupakan generasi yang menerima ilmu langsung 
dari para sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم dan menjadi penghubung utama 
antara fase kenabian–sahabat dengan fase kodifikasi ilmu. Dalam 
konteks fatwa, kedudukan tabi‘in sangat penting karena pada 
masa merekalah ijtihad mulai berkembang lebih luas seiring 
meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya persoalan 
umat. Para ulama usul fikih menegaskan bahwa legitimasi fatwa 
tabi‘in bersumber dari kedalaman pemahaman mereka terhadap 
praktik sahabat serta ketekunan mereka dalam menelusuri dalil-
dalil syar‘i.9

Contoh:
Sa‘īd ibn al-Musayyib di Madinah dikenal sebagai 
rujukan utama fatwa, sehingga pendapatnya sering 
disejajarkan dengan fatwa para sahabat besar.

2.	 Metode Tabi‘in dalam Berfatwa

Dalam berfatwa, tabi‘in menempuh metode yang relatif 
seragam, yaitu: mendahulukan Al-Qur’an, kemudian Sunnah 
Nabi صلى الله عليه وسلم sebagaimana dipahami dan diriwayatkan oleh para 
sahabat, lalu antar sahabat, dan akhirnya ijtihad dengan 
ra’yu yang terikat oleh kaidah dan kemaslahatan. Al-Ghazālī 
menjelaskan bahwa ra’yu pada masa tabi‘in bukanlah spekulasi 

9	 Abū Zahrah, Muḥammad, Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah, Cairo: Dār al-Fikr 
al-ʿArabī, 2008, hlm. 59–63.
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bebas, melainkan hasil istinbāṭ yang berpijak pada maqāṣid 
al-sharī‘ah10

Metode ini menunjukkan kesinambungan epistemologis 
antara fatwa sahabat dan tabi‘in, sekaligus menandai 
meningkatnya peran nalar hukum dalam bingkai disiplin 
keilmuan.

Contoh:
Al-Ḥasan al-Baṣrī sering memberikan fatwa dengan 
mempertimbangkan dampak moral dan sosial dari 
suatu perbuatan, bukan hanya aspek legal-formalnya.

3.	 Lahirnya Pusat-Pusat Fatwa dan Perbedaan Pendekatan

Penyebaran sahabat ke berbagai wilayah melahirkan pusat-
pusat fatwa regional yang pada masa tabi‘in berkembang menjadi 
madrasah keilmuan. Madinah dikenal dengan pendekatan yang 
menekankan hadis dan praktik ahli Madinah, sementara Kufah 
berkembang dengan pendekatan ra’yu yang lebih sistematis 
akibat keterbatasan riwayat hadis di wilayah tersebut.11

Ibn Khaldun menegaskan bahwa perbedaan lingkungan 
sosial dan politik sangat memengaruhi corak fatwa dan metode 
ijtihad di masing-masing wilayah, tanpa menghilangkan 
kesatuan prinsip dasar syariat.12

10	 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ʿ Ilm al-Uṣūl, jilid 2, Beirut: Dār al-Kutub 
al-ʿIlmiyyah, 2000, hlm. 350–352.

11	 Muḥammad al-Khuḍarī, Tārīkh al-Tashrīʿ al-Islāmī, Cairo: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 
101–105.

12	 ʿAbd al-Raḥmān ibn Khaldūn, al-Muqaddimah, Beirut: Dār al-Fikr, 2001, hlm.  
448–452.
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Contoh:
Perbedaan fatwa antara Madinah dan Kufah dalam 
beberapa masalah mu‘āmalāt mencerminkan pengaruh 
konteks sosial setempat.

4.	 Tabi‘in sebagai Pelopor Kodifikasi Awal Fatwa

Pada masa tabi‘in, fatwa mulai dicatat secara terbatas, 
meskipun belum dalam bentuk kitab fikih sistematis. Pencatatan 
ini dilakukan melalui majelis-majelis ilmu dan periwayatan lisan 
yang kemudian dibukukan pada fase berikutnya. Ibn ʿAbd al-
Barr menegaskan bahwa tradisi pencatatan fatwa dan pendapat 
hukum pada masa tabi‘in merupakan fondasi penting bagi 
kodifikasi fikih klasik.13

Tahap ini menandai peralihan dari tradisi lisan murni 
menuju tradisi tulis dalam hukum Islam.

Contoh:
Pendapat-pendapat fuqahā’ Madinah tujuh (al-fuqahā’ 
al-sab‘ah) menjadi rujukan utama dalam literatur fikih 
berikutnya.

5.	 Signifikansi Masa Tabi‘in bagi Fatwa Kelembagaan

Masa tabi‘in memberikan pelajaran penting bagi fatwa 
kelembagaan modern, khususnya dalam aspek kolektivitas 
keilmuan dan kesadaran kontekstual. Musyawarah antar ulama 
dan pertimbangan kondisi masyarakat menjadi ciri menonjol 

13	 Yūsuf ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Barr, Jāmiʿ Bayān al-ʿIlm wa Faḍlih, jilid 2, Cairo: 
Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 90–93.
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fatwa pada fase ini. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa praktik ini 
merupakan manifestasi awal dari maqāṣid al-sharī‘ah dalam 
fatwa.14

Bagi lembaga fatwa seperti MUI, fase tabi‘in menjadi model 
awal bagaimana fatwa berkembang secara kolektif dan adaptif 
tanpa melepaskan diri dari sumber utama syariat.

G.	 Fatwa dari Masa Tabi‘in Menuju Lahirnya Mazhab Fikih
1.	 Perluasan Wilayah Islam dan Kompleksitas Fatwa

Memasuki akhir masa tabi‘in (akhir abad pertama dan 
awal abad kedua Hijriah), wilayah Islam telah meluas hingga 
mencakup Irak, Syam, Mesir, Persia, dan Afrika Utara. Perluasan 
ini membawa konsekuensi langsung terhadap praktik fatwa, 
karena umat Islam menghadapi persoalan sosial, ekonomi, dan 
budaya yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa sahabat. 
Al-Khuḍarī menjelaskan bahwa meningkatnya kompleksitas 
kehidupan menjadi faktor utama berkembangnya ijtihad dan 
keragaman fatwa pada periode ini.15

Contoh:
Persoalan mu‘āmalāt lintas wilayah, seperti perdagangan 
internasional dan hubungan dengan non-Muslim, 
menuntut fatwa yang lebih sistematis dan kontekstual.

14	 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah, jilid 2, Beirut: Dār 
al-Maʿrifah, 2004, hlm. 10–12.

15 Muḥammad al-Khuḍarī, Tārīkh al-Tashrīʿ al-Islāmī, Cairo: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 
106–110.
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2.	 Peralihan dari Fatwa Individual ke Tradisi Keilmuan 
Terstruktur

Pada fase ini, fatwa tidak lagi hanya bersandar pada figur 
individu tertentu, tetapi mulai terhubung dengan tradisi 
keilmuan lokal. Para tabi‘in besar membina murid-muridnya 
dalam majelis ilmu, sehingga lahir kesinambungan metodologis 
dalam berfatwa. Ibn ʿAbd al-Barr menegaskan bahwa proses 
transmisi ini merupakan embrio madrasah fikih yang 
terorganisasi.16

Peralihan ini penting karena menandai awal pemisahan 
antara fatwa insidental dan fatwa berbasis metodologi.

Contoh:
Murid-murid Sa‘īd ibn al-Musayyib di Madinah 
melanjutkan corak fatwa gurunya yang sangat berpegang 
pada hadis dan praktik ahli Madinah.

3.	 Munculnya Dua Kecenderungan Besar dalam Fatwa

Seiring berkembangnya tradisi keilmuan, muncul dua 
kecenderungan besar dalam praktik fatwa:

1.	 Kecenderungan ahl al-ḥadīth, yang menekankan 
periwayatan hadis dan atsar sahabat.

2.	 Kecenderungan ahl al-ra’y, yang menekankan 
penggunaan nalar hukum terkontrol ketika hadis 
terbatas.

16	 Yūsuf ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Barr, Jāmiʿ Bayān al-ʿIlm wa Faḍlih, jilid 2, Cairo: 
Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 93–97.
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Al-Shāṭibī menegaskan bahwa perbedaan ini bukan 
pertentangan prinsip, melainkan perbedaan metode dalam 
mencapai tujuan syariat.17

Contoh:
Di Madinah, fatwa sangat berhati-hati menggunakan 
ra’y, sedangkan di Kufah ra’y digunakan lebih luas 
karena keterbatasan riwayat hadis.

4.	 Lahirnya Imam-Imam Mazhab sebagai Otoritas Fatwa

Dari rahim tradisi tabi‘in dan tabi‘ al-tabi‘in inilah lahir 
imam-imam mazhab besar seperti Abū Ḥanīfah, Mālik ibn Anas, 
al-Syāfi‘ī, dan Aḥmad ibn Ḥanbal. Mereka bukan sekadar mufti, 
tetapi perumus metodologi istinbāṭ hukum yang sistematis. 
Abū Zahrah menegaskan bahwa kontribusi terbesar para imam 
mazhab adalah penyusunan kerangka metodologis fatwa, bukan 
sekadar kumpulan jawaban hukum.18

Dengan adanya metodologi yang baku, fatwa menjadi lebih 
konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah.

Contoh:
Imam Mālik menjadikan ʿamal ahl al-Madīnah sebagai 
salah satu sumber utama fatwanya, sementara Abū 
Ḥanīfah mengembangkan qiyās dan istiḥsān secara 
sistematis.

17	 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah, jilid 2, Beirut: Dār 
al-Maʿrifah, 2004, hlm. 12–15.

18	 Muḥammad Abū Zahrah, Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah, Cairo: Dār al-Fikr 
al-ʿArabī, 2008, hlm. 131–138.
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5.	 Kodifikasi Fatwa dan Fikih

Pada abad kedua dan ketiga Hijriah, fatwa mulai dikodifikasi 
dalam bentuk karya tulis. Kitab-kitab fikih dan usul fikih disusun 
untuk mendokumentasikan pendapat hukum, dalil, dan metode 
istinbāṭ. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa kodifikasi ini bertujuan 
menjaga konsistensi hukum dan mencegah kekacauan fatwa.19

Kodifikasi ini sekaligus menjadi sarana pendidikan hukum 
Islam lintas generasi.

Contoh:
Al-Muwaṭṭaʾ karya Imam Mālik berisi hadis dan fatwa 
yang menjadi rujukan utama di Madinah dan wilayah 
sekitarnya.

6.	 Dampak Sistem Mazhab terhadap Praktik Fatwa

Sistem mazhab memberikan stabilitas dan disiplin 
metodologis dalam fatwa. Namun, pada saat yang sama, muncul 
risiko fanatisme mazhab apabila metodologi dipahami secara 
kaku. Al-Qarāfī mengingatkan bahwa mazhab adalah sarana 
memahami syariat, bukan tujuan akhir syariat itu sendiri.20

Bagi lembaga fatwa kontemporer, fase ini mengajarkan 
pentingnya keseimbangan antara konsistensi metodologis dan 
keterbukaan terhadap realitas baru.

19	 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl, jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub 
al-ʿIlmiyyah, 2000, hlm. 7–10.

20	 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ʿan al-Aḥkām, Beirut: 
Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998, hlm. 58–61.
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7.	 Relevansi Fase Ini bagi Panduan Fatwa MUI Sulawesi 
Selatan

Sejarah peralihan dari fatwa tabi‘in ke sistem mazhab 
menunjukkan bahwa fatwa ideal harus berpijak pada metodologi 
yang jelas, bersifat kolektif, dan sensitif terhadap konteks sosial. 
Prinsip-prinsip ini sejalan dengan karakter fatwa MUI sebagai 
fatwa kelembagaan, bukan personal. Oleh karena itu, pemahaman 
fase ini menjadi fondasi penting dalam merumuskan panduan 
fatwa yang moderat dan kredibel.21

H.	 Fatwa dari Pertengahan Abad IV Hijriah hingga Akhir 
Daulah ‘Utsmāniyyah
1.	 Konteks Historis dan Perubahan Pola Fatwa

Memasuki pertengahan abad keempat Hijriah, dunia Islam 
mengalami stabilisasi politik dan kemapanan institusi keilmuan. 
Pada fase ini, mazhab-mazhab fikih telah mapan, kitab-kitab 
fikih dan usul fikih tersusun secara sistematis, dan otoritas 
fatwa semakin terikat dengan metodologi mazhab. Al-Khuḍarī 
menjelaskan bahwa fase ini ditandai oleh pergeseran dari ijtihad 
individual terbuka menuju ijtihad terikat mazhab demi menjaga 
konsistensi hukum dan ketertiban sosial.22

21	 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, jilid 4, Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2004, 
hlm. 240–242.

22	 Muḥammad al-Khuḍarī, Tārīkh al-Tashrīʿ al-Islāmī, Kairo: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 
172–176.
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Contoh:
Mufti di wilayah tertentu biasanya berfatwa sesuai 
mazhab resmi yang dianut masyarakat dan penguasa 
setempat.

2.	 Institusionalisasi Jabatan Mufti

Pada periode ini, jabatan mufti mulai dilembagakan secara 
resmi oleh negara. Mufti tidak hanya berfungsi sebagai pemberi 
fatwa individual, tetapi juga sebagai penasehat hukum bagi 
penguasa dan masyarakat. Al-Māwardī menjelaskan bahwa 
keberadaan mufti dalam struktur negara berfungsi menjaga 
legitimasi syar‘i kebijakan publik.23

Institusionalisasi ini memperkuat wibawa fatwa, tetapi 
sekaligus menuntut standar keilmuan dan etika yang lebih ketat.

Contoh:
Mufti di kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan 
Damaskus memiliki otoritas luas dalam persoalan 
hukum publik.

3.	 Dominasi Mazhab dan Fenomena Taqlid

Pada fase kematangan mazhab, praktik fatwa didominasi 
oleh pendapat-pendapat mazhab yang telah dibakukan. Banyak 
ulama berfatwa dengan merujuk langsung pada kitab-kitab 
mazhab tanpa melakukan ijtihad independen. Al-Ghazālī 
menilai praktik ini sebagai kebutuhan sosial untuk mencegah 

23	 Abū al-Ḥasan al-Māwardī, al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyyah, 1996, hlm. 69–72.
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kekacauan hukum, selama taqlid dilakukan kepada mazhab 
yang mu‘tabar.24

Namun, para ulama juga mengingatkan bahaya taqlid buta 
yang mengabaikan maqāṣid al-sharī‘ah.

Contoh:
Seorang mufti mazhab Syafi‘i di Mesir akan merujuk 
al-Majmū‘ atau Minhāj al-Ṭālibīn dalam berfatwa.

4.	 Perkembangan Fatwa Kolektif dan Nawāzil

Seiring kompleksitas persoalan masyarakat, perkembang 
tradisi pembahasan kolektif atas kasus-kasus baru (nawāzil). 
Al-Qarāfī menjelaskan bahwa nawāzil menuntut ketelitian tinggi 
dan sering kali memerlukan musyawarah ulama lintas disiplin 
dalam satu mazhab atau antar mazhab.25

Tradisi ini menjadi cikal bakal fatwa kolektif modern.
Contoh:
Pembahasan hukum pajak, mata uang, dan administrasi 
negara pada masa Mamluk dan ‘Utsmani.

5.	 Fatwa pada Masa Daulah ‘Utsmāniyyah

Pada masa Daulah ‘Utsmāniyyah, fatwa mencapai bentuk 
institusional paling mapan. Jabatan Syaikh al-Islām berfungsi 
sebagai otoritas tertinggi fatwa negara, dengan struktur birokrasi 

24	 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ʿ Ilm al-Uṣūl, jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub 
al-ʿIlmiyyah, 2000, hlm. 371–374.

25	 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ʿan al-Aḥkām, Beirut: 
Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998, hlm. 112–115.
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yang rapi. Ibn ʿĀbidīn menjelaskan bahwa fatwa pada masa ini 
tidak hanya menjawab persoalan ibadah, tetapi juga mengatur 
kehidupan sosial, ekonomi, dan administrasi negara.26

Fatwa menjadi instrumen penting dalam harmonisasi antara 
hukum syariat dan kebutuhan negara modern awal.

Contoh:
Fatwa tentang penggunaan mata uang kertas dan 
administrasi wakaf negara.

6.	 Kritik Ulama terhadap Kekakuan Fatwa Mazhab

Meskipun sistem mazhab memberikan stabilitas, sejumlah 
ulama mengkritik kecenderungan kekakuan dalam fatwa. Al-
Qarāfī dan al-Shāṭibī menegaskan bahwa berpegang pada 
mazhab tidak boleh menghilangkan pertimbangan maqāṣid 
dan perubahan realitas.27

Kritik ini menunjukkan bahwa dalam tradisi klasik sendiri 
terdapat kesadaran akan bahaya stagnasi hukum.

Contoh:
Penolakan sebagian ulama terhadap penerapan literal 
fatwa lama pada kondisi sosial yang telah berubah 
drastis.

26	 Muḥammad Amīn ibn ʿĀbidīn, Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār, jilid 1, 
Beirut: Dār al-Fikr, 2000, hlm. 43–46.

27	 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah, jilid 4, Beirut: Dār 
al-Maʿrifah, 2004, hlm. 244–247.
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7.	 Pelajaran Historis bagi Lembaga Fatwa Kontemporer

Fase pertengahan abad IV H hingga akhir Daulah 
‘Utsmāniyyah memberikan pelajaran penting bagi lembaga 
fatwa modern, yaitu perlunya keseimbangan antara disiplin 
metodologis dan fleksibilitas kontekstual. Fatwa yang terlalu 
bebas berisiko chaos hukum, sementara fatwa yang terlalu kaku 
berisiko kehilangan relevansi sosial.28

Bagi MUI Sulawesi Selatan, fase ini mengajarkan pentingnya 
fatwa kelembagaan yang bermazhab metodologis, kolektif, dan 
sensitif terhadap perubahan masyarakat.

I.	 Fatwa Era Modern dan Transformasi Kelembagaan
1.	 Perubahan Sosial dan Tantangan Baru Fatwa

Memasuki era modern (abad ke-19 dan ke-20 M), dunia Islam 
menghadapi perubahan besar akibat kolonialisme, modernisasi 
negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan globalisasi. 
Perubahan ini melahirkan persoalan-persoalan baru yang belum 
pernah dibahas secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, 
seperti sistem perbankan modern, asuransi, bioetika, teknologi 
informasi, dan hubungan internasional. Al-Raysūnī menjelaskan 
bahwa kondisi ini menuntut pembaruan pendekatan fatwa 
dengan tetap berpegang pada maqāṣid al-syarī‘ah.29

28	 Muḥammad Abū Zahrah, Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah, Kairo: Dār al-Fikr 
al-ʿArabī, 2008, hlm. 301–305.

29	 Aḥmad al-Raysūnī, Fiqh al-Maqāṣid: Dirāsah fī Maqāṣid al-Sharīʿah, Kairo: Dār 
al-Kalimah, 2014, hlm. 287–292.
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Contoh:
Persoalan bunga bank, kontrasepsi, dan transplantasi 
organ menjadi isu fatwa yang menonjol pada awal abad 
ke-20.

2.	 Pergeseran dari Mufti Individual ke Lembaga Fatwa

Salah satu ciri utama fatwa era modern adalah pergeseran 
dari fatwa individual menuju fatwa kelembagaan. Pergeseran 
ini terjadi karena kompleksitas masalah yang membutuhkan 
kajian multidisipliner dan pertimbangan kolektif. Al-
Zuhaylī menegaskan bahwa fatwa kolektif (al-iftā’ al-jamāʿī) 
lebih mendekati ketepatan hukum dalam konteks modern 
dibandingkan fatwa personal.30

Fatwa kelembagaan juga berfungsi menjaga stabilitas 
sosial dan mencegah kekacauan akibat beragamnya pendapat 
individual.

Contoh:
Majmaʿ al-Fiqh al-Islāmī (OKI) dan Dār al-Iftā’ Mesir 
menjadi rujukan fatwa internasional.

3.	 Pembaruan Metodologi Fatwa

Era modern mendorong ulama untuk menegaskan 
kembali pentingnya maqāṣid al-syarī‘ah, qawāʿid fiqhiyyah, dan 
pemahaman realitas (fiqh al-wāqiʿ) dalam fatwa. Al-Shāṭibī yang 

30	 Wahbah al-Zuhaylī, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, jilid 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 2006, 
hlm. 1023–1027.
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pemikirannya direvitalisasi pada era modern menjadi rujukan 
penting dalam mengaitkan hukum dengan tujuan syariat.31

Pembaruan metodologi ini tidak dimaksudkan mengganti 
fikih klasik, melainkan mengaktualisasikannya sesuai tantangan 
zaman.

Contoh:
Fatwa kebolehan vaksinasi dengan mempertimbangkan 
prinsip حفظ النفس (perlindungan jiwa).

4.	 Fatwa dan Negara Bangsa (Nation State)

Dalam konteks negara bangsa modern, fatwa tidak lagi 
berada di bawah satu otoritas khilafah, melainkan hidup 
berdampingan dengan sistem hukum nasional. Oleh karena 
itu, fatwa berfungsi sebagai panduan keagamaan, bukan hukum 
positif. Abū Zahrah menegaskan bahwa fatwa pada era negara 
modern harus mempertimbangkan konstitusi, kemaslahatan 
umum, dan ketertiban sosial tanpa mengorbankan prinsip 
syariat.32

Contoh:
Fatwa tentang kepatuhan terhadap hukum lalu lintas 
dan pajak negara.

31	 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah, jilid 2, Beirut: Dār 
al-Maʿrifah, 2004, hlm. 15–18.

32	 Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, Kairo: Dār al-Fikr al-ʿArabī, 2007, hlm. 
312–316.
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5.	 Lahirnya Lembaga Fatwa di Indonesia

Di Indonesia, kebutuhan akan fatwa kelembagaan 
mendorong berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 
tahun 1975. MUI berfungsi sebagai wadah musyawarah ulama 
lintas ormas dan mazhab dalam merespons persoalan keagamaan 
nasional. Fatwa MUI bersifat kolektif, mempertimbangkan dalil 
syar‘i, maqāṣid, serta konteks sosial-budaya Indonesia.33

Contoh:
Fatwa MUI tentang kehalalan produk, aliran keagamaan, 
dan isu-isu sosial kemasyarakatan.

6.	 Karakteristik Fatwa MUI sebagai Fatwa Kelembagaan

Fatwa MUI memiliki beberapa karakter utama: kolektif, 
berorientasi kemaslahatan, kontekstual, dan moderat. 
Pendekatan ini sejalan dengan tradisi fatwa kolektif yang 
berkembang sejak masa tabi‘in hingga era ‘Utsmāniyyah, namun 
disesuaikan dengan realitas negara demokratis dan masyarakat 
majemuk.34

Bagi MUI Sulawesi Selatan, karakter ini menjadi dasar 
penting dalam merumuskan fatwa yang responsif terhadap 
kearifan lokal tanpa menyimpang dari prinsip syariat.

33	 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Sekretariat MUI, 2011, 
hlm. 1–5.

34	 Muḥammad Saʿīd Ramaḍān al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharīʿah al-
Islāmiyyah, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2005, hlm. 201–205.



23Buku Panduan Fatwa

7.	 Implikasi Era Modern bagi Panduan Fatwa MUI Sulawesi 
Selatan

Era modern menuntut MUI Sulawesi Selatan untuk 
menguatkan fatwa berbasis kajian mendalam, kolaborasi pakar, 
dan sensitivitas sosial. Fatwa tidak hanya dituntut benar secara 
normatif, tetapi juga bijak secara sosial dan komunikatif dalam 
penyampaiannya. Prinsip-prinsip ini merupakan kelanjutan 
logis dari evolusi sejarah fatwa dalam Islam.35

8.	 Landasan Historis Fatwa Sebagai Dasar Panduan Fatwa 
MUI Provinsi Sulawesi Selatan

Sejarah fatwa dalam Islam menunjukkan bahwa fatwa 
bukanlah produk opini spontan, melainkan hasil proses 
keilmuan yang bertahap, bertanggung jawab, dan berakar kuat 
pada Al-Qur’an, Sunnah, serta tujuan syariat. Sejak masa Nabi 
Muhammad صلى الله عليه وسلم, fatwa berfungsi sebagai sarana penjelasan 
hukum yang bersifat edukatif, kontekstual, dan berorientasi 
pada kemaslahatan umat. Pada fase kenabian, fatwa memiliki 
otoritas absolut karena bersumber langsung dari wahyu, 
sehingga menjadi standar normatif tertinggi dalam praktik fatwa 
sepanjang sejarah Islam.36

Pasca wafatnya Nabi صلى الله عليه وسلم, otoritas fatwa beralih kepada para 
sahabat yang dikenal sangat berhati-hati dalam menyampaikan 
hukum Allah. Sikap kehati-hatian ini tercermin dari kebiasaan 

35	 Aḥmad al-Raysūnī, Fiqh al-Ijtihād, Kairo: Dār al-Kalimah, 2013, hlm. 155–160.
36	 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah, jil. 4, Beirut: Dār 

al-Maʿrifah, 2004, hlm. 229–231.
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mereka untuk menunda jawaban, bermusyawarah, dan 
saling merujuk satu sama lain. Perbedaan fatwa di kalangan 
sahabat dipahami sebagai keragaman ijtihad yang sah, bukan 
pertentangan syariat. Pola ini menegaskan bahwa fatwa sejak 
awal telah mengenal prinsip kolektivitas, kehati-hatian, dan 
kesadaran akan dampak sosialnya.37

Pada masa tabi‘in, fatwa mengalami perkembangan 
signifikan seiring meluasnya wilayah Islam dan meningkatnya 
kompleksitas persoalan umat. Tabi‘in menjadi penghubung 
utama antara tradisi sahabat dan fase kodifikasi ilmu, dengan 
mengembangkan metode fatwa yang tetap berpijak pada nash, 
namun lebih terbuka terhadap penggunaan ra’yu yang terkontrol. 
Lahirnya pusat-pusat fatwa regional di Madinah, Kufah, dan 
wilayah lain menandai awal diferensiasi pendekatan hukum 
yang kelak melahirkan madrasah dan mazhab fikih.38

Memasuki fase pembentukan dan pemantapan mazhab, 
fatwa menjadi semakin sistematis dan metodologis. Imam-imam 
mazhab tidak hanya memberikan jawaban hukum, tetapi juga 
merumuskan kerangka istinbāṭ yang menjadi pedoman baku 
dalam berfatwa. Kodifikasi fikih dan usul fikih pada periode ini 
bertujuan menjaga konsistensi hukum dan mencegah kekacauan 
fatwa di tengah masyarakat. Meskipun demikian, para ulama 

37	 Yūsuf ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Barr, Jāmiʿ Bayān al-ʿIlm wa Faḍlih, jil. 2, Kairo: 
Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 58–66.

38 Muḥammad al-Khuḍarī, Tārīkh al-Tashrīʿ al-Islāmī, Kairo: Dār al-Fikr, 2005, hlm. 
92–105.
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klasik tetap mengingatkan agar keterikatan pada mazhab tidak 
berubah menjadi kekakuan yang mengabaikan tujuan syariat.39

Pada periode pertengahan abad keempat Hijriah hingga 
masa Daulah ‘Utsmāniyyah, fatwa mengalami institusionalisasi 
yang semakin kuat. Jabatan mufti dilembagakan, bahkan 
menjadi bagian dari struktur negara, seperti melalui institusi 
Syaikh al-Islām. Pada fase ini, fatwa berperan penting dalam 
mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan administrasi 
publik. Tradisi musyawarah dan pembahasan kolektif atas 
kasus-kasus baru (nawāzil) berkembang pesat, menjadi cikal 
bakal fatwa kolektif modern.40

Memasuki era modern, perubahan sosial, politik, 
dan teknologi menuntut pembaruan pendekatan fatwa. 
Kompleksitas persoalan kontemporer mendorong pergeseran 
dari fatwa individual menuju fatwa kelembagaan yang bersifat 
kolektif dan multidisipliner. Dalam konteks ini, penekanan pada 
maqāṣid al-sharī‘ah, qawāʿid fiqhiyyah, dan pemahaman realitas 
menjadi semakin penting. Fatwa tidak hanya dituntut benar 
secara normatif, tetapi juga bijak secara sosial dan komunikatif 
dalam penyampaiannya.41

Di Indonesia, kebutuhan akan fatwa yang kolektif dan 
kontekstual melahirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai 

39	 Muḥammad Abū Zahrah, Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah, Kairo: Dār al-Fikr 
al-ʿArabī, 2008, hlm. 131–145.

40 Muḥammad Amīn ibn ʿĀbidīn, Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār, jil. 1, 
Beirut: Dār al-Fikr, 2000, hlm. 43–46.

41	 Aḥmad al-Raysūnī, Fiqh al-Maqāṣid, Kairo: Dār al-Kalimah, 2014, hlm. 287–292.
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lembaga fatwa nasional. Fatwa MUI bersifat panduan keagamaan 
yang mempertimbangkan dalil syar‘i, kemaslahatan umum, serta 
konteks sosial-budaya Indonesia. Dalam kerangka inilah MUI 
Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan fungsi fatwanya, dengan 
menjadikan sejarah fatwa Islam sebagai landasan normatif dan 
metodologis dalam merespons persoalan keumatan di tingkat 
daerah.42

Dengan memahami perjalanan historis fatwa secara utuh—
dari masa Nabi صلى الله عليه وسلم hingga era modern—dapat ditegaskan bahwa 
fatwa yang kredibel harus memenuhi tiga prinsip utama: berakar 
kuat pada sumber syariat, dijalankan melalui metodologi 
yang disiplin dan kolektif, serta sensitif terhadap perubahan 
realitas dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip-prinsip inilah 
yang menjadi fondasi utama penyusunan Panduan Fatwa MUI 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pedoman operasional yang 
moderat, bertanggung jawab, dan relevan sepanjang zaman.

42	 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Sekretariat MUI, 2011, 
hlm. 1–5.



27Buku Panduan Fatwa

BAB II
JALUR-JALUR FATWA 
(MASĀLIK AL IFTĀ’) 

DAN TATA KERJA MUFTI

A.	 Pengantar 
Fatwa merupakan proses ilmiah dan etis yang tidak berhenti 

pada penetapan hukum, tetapi mencakup rangkaian tahapan 
metodologis sejak diterimanya pertanyaan hingga disampaikannya 
jawaban kepada masyarakat. Para ulama usul fikih menegaskan 
bahwa kesalahan fatwa sering kali bukan disebabkan lemahnya dalil, 
melainkan karena kekeliruan dalam menempuh jalur (masālik) fatwa 
yang benar. Oleh karena itu, penyusunan jalur-jalur fatwa menjadi 
kebutuhan mendesak bagi lembaga fatwa agar setiap keputusan yang 
dihasilkan terjaga akurasi ilmiah dan kemaslahatannya.43

Dalam konteks kelembagaan, seperti Majelis Ulama Indonesia 
Provinsi Sulawesi Selatan, jalur fatwa berfungsi sebagai pedoman 
kerja kolektif yang memastikan bahwa fatwa tidak bersifat personal, 

43	 al-Qarāfī, al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998, 
hlm. 3–5.
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emosional, atau reaktif, melainkan melalui proses musyawarah, 
kajian mendalam, dan pertimbangan multidisipliner. Prinsip ini 
memiliki akar kuat dalam tradisi fatwa klasik yang menekankan 
kehati-hatian dan tanggung jawab sosial mufti.44

B.	 Pengertian Masālik al-Iftā’
Masālik al-Iftā’ secara terminologis merujuk pada jalur, tahapan, 

dan prosedur yang harus ditempuh mufti dalam menjalankan fungsi 
fatwa secara benar. Al-Qarāfī menjelaskan bahwa perbedaan antara 
fatwa yang tepat dan fatwa yang keliru sering kali terletak pada cara 
mufti memahami persoalan dan menempuh proses penetapan 
hukumnya, bukan semata-mata pada kekuatan dalil yang dikutip.45

Dengan demikian, masālik al-iftā’ bukan hanya persoalan teknis, 
tetapi juga mencerminkan integritas keilmuan dan etika fatwa. Jalur 
ini mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial yang harus 
berjalan secara seimbang dalam praktik fatwa.

Contoh:
Fatwa yang benar secara dalil, tetapi disampaikan tanpa 
mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, berpotensi 
menimbulkan kegaduhan dan resistensi, sehingga 
bertentangan dengan tujuan syariat.

C.	 Prinsip Umum Jalur Fatwa Kelembagaan
Dalam fatwa kelembagaan, terdapat beberapa prinsip umum 

yang harus menjadi dasar seluruh proses fatwa.

44	 al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, jil. 4, Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2004, hlm. 229–231.
45	 al-Qarāfī, al-Iḥkām, hlm. 48–52.
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Pertama, Fatwa harus berbasis kolektivitas keilmuan, bukan 
pendapat individual. Tradisi ini telah dikenal sejak masa sahabat 
melalui praktik musyawarah dalam persoalan publik. Al-Shāṭibī 
menegaskan bahwa keputusan kolektif lebih mendekati kebenaran 
karena meminimalkan subjektivitas personal.46

Kedua, Fatwa harus mempertimbangkan kemaslahatan umum 
(al-maṣlaḥah al-ʿāmmah) dan dampak sosialnya. Al-Ghazālī 
menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama syariat yang 
harus dijaga dalam setiap penetapan hukum.47

Ketiga, Fatwa harus bersifat kontekstual tanpa mengorbankan 
prinsip, yaitu mampu merespons realitas lokal dengan tetap 
berpegang pada sumber dan kaidah syariat. Prinsip ini sangat relevan 
bagi MUI Sulawesi Selatan yang berhadapan dengan keragaman 
budaya dan tradisi lokal.

D.	 Jalur Pertama: Tahapan Mufti Saat Menerima Pertanyaan 
Fatwa
1.	 Menyadari Fatwa sebagai Amanah Ilahiah

Tahap awal dalam proses fatwa adalah kesadaran mufti bahwa 
fatwa merupakan amanah besar dan bentuk tanggung jawab di 
hadapan Allah dan masyarakat. Ibn al-Qayyim menyebut mufti 
sebagai pihak yang “menandatangani atas nama Allah”, sebuah 
ungkapan yang menegaskan dimensi spiritual dan etis fatwa.48

46	 al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, jil. 2, hlm. 8–10.
47	 al-Ghazālī, al-Mustaṣfā, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000, hlm. 286–

289.
48	 Ibn al-Qayyim, Iʿlām al-Muwaqqiʿīn, jil. 1, Beirut: Dār al-Jīl, 1991, hlm. 36–38.
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Kesadaran ini menuntut mufti untuk bersikap rendah hati, 
tidak tergesa-gesa, dan tidak menjadikan fatwa sebagai sarana 
pembenaran kepentingan tertentu.

Contoh:
Menunda jawaban fatwa hingga dilakukan kajian 
komprehensif merupakan bentuk tanggung jawab, 
bukan kelemahan.

2.	 Memohon Pertolongan dan Taufik Allah

Sebelum memasuki kajian hukum, mufti dianjurkan 
memohon pertolongan Allah agar diberi ketepatan dalam 
memahami persoalan dan menetapkan hukum. Para ulama 
klasik menekankan bahwa fatwa yang baik lahir dari perpaduan 
antara ilmu dan ketakwaan. Ibn ʿAbd al-Barr meriwayatkan 
bahwa para ulama salaf sering mendahului fatwa dengan doa 
dan istighfar sebagai bentuk kehati-hatian.49

Contoh:
Membuka sidang fatwa dengan doa bersama dan niat 
ikhlas sebelum pembahasan kasus.

3.	 Klarifikasi Maksud dan Kondisi Penanya

Mufti wajib memahami secara tepat maksud penanya, termasuk 
latar belakang, tujuan, dan kondisi yang melingkupi pertanyaan. Al-
Qarāfī menegaskan bahwa hukum atas suatu perkara bergantung 

49	 Ibn ʿAbd al-Barr, Jāmiʿ Bayān al-ʿIlm, jil. 2, Kairo: Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 
64–66.
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pada pemahaman yang benar terhadap realitas kasus, dan 
mengabaikan klarifikasi merupakan sebab utama kesalahan fatwa.

Contoh:
Pertanyaan tentang “bolehkah berutang” memerlukan 
klarifikasi apakah untuk kebutuhan darurat, usaha 
produktif, atau konsumsi berlebihan.

4.	 Membedakan Kasus yang Memerlukan Klarifikasi dan 
yang Tidak

Dalam praktik fatwa, tidak semua pertanyaan memerlukan 
klarifikasi lanjutan. Mufti wajib membedakan antara kasus yang 
secara substansial masih ambigu dan kasus yang hukumnya 
sudah jelas serta tidak dipengaruhi oleh variasi kondisi. Al-
Qarāfī menegaskan bahwa meninggalkan klarifikasi pada 
kasus multitafsir merupakan sebab utama kesalahan fatwa, 
sedangkan memaksakan klarifikasi pada perkara yang jelas 
justru bertentangan dengan prinsip kemudahan syariat.50

Contoh:
Pertanyaan tentang kewajiban zakat fitrah tidak 
memerlukan klarifikasi, sedangkan pertanyaan 
tentang “transaksi kredit” memerlukan penjelasan rinci 
mengenai akad, bunga, dan tujuan transaksi.

50	 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ʿan al-Aḥkām, Beirut: 
Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998, hlm. 48–52.
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5.	 Memahami Objek Fatwa (Tasawwur al-Mas’alah)

Sebelum menetapkan hukum, mufti wajib membangun 
pemahaman menyeluruh terhadap objek fatwa, mencakup aspek 
faktual, sosial, ekonomi, dan budaya. Al-Āmidī menegaskan bahwa 
kesalahan dalam memahami objek persoalan akan berakibat pada 
kesalahan penetapan hukum, meskipun dalil yang digunakan benar.51

Pemahaman objek fatwa ini menjadi prasyarat mutlak bagi 
proses istinbāṭ dan penentuan ‘illat hukum.

Contoh:
Fatwa tentang “pinjaman online” tidak dapat diberikan 
tanpa memahami mekanisme aplikasi, sistem denda, 
dan relasi hukum para pihak.

6.	 Mengidentifikasi Unsur Nawāzil dan Kebaruan Kasus

Mufti perlu menilai apakah persoalan yang diajukan 
termasuk kategori nawāzil (kasus baru) atau pengulangan kasus 
lama dengan bentuk berbeda. Ibn ʿAbd al-Barr menjelaskan 
bahwa banyak kesalahan fatwa terjadi karena menyamakan kasus 
baru dengan kasus lama tanpa analisis perbedaan substansial.52

Identifikasi ini penting untuk menentukan apakah fatwa 
cukup merujuk pada pendapat klasik atau memerlukan ijtihad 
dan pengembangan argumentasi baru.

51	 Sayf al-Dīn al-Āmidī, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, jil. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyyah, 1983, hlm. 34–36.

52	 Yūsuf ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Barr, Jāmiʿ Bayān al-ʿIlm wa Faḍlih, jil. 2, Kairo: 
Dār Ibn al-Jawzī, 1994, hlm. 90–93.
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Contoh:
Penyamaan uang digital dengan uang logam klasik 
tanpa analisis fungsi dan implikasi hukumnya.

7.	 Berkonsultasi dengan Ahli dan Melakukan Musyawarah

Dalam persoalan kompleks, mufti tidak dibenarkan berfatwa 
secara individual. Musyawarah dengan ulama lain dan konsultasi 
dengan pakar bidang terkait merupakan bagian dari amanah 
ilmiah fatwa. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa keputusan kolektif 
lebih dekat kepada kebenaran dan kemaslahatan umum.53

Contoh:
Fatwa tentang isu kesehatan masyarakat (vaksin, wabah) 
dilakukan melalui kajian bersama dokter, epidemiolog, 
dan ahli syariah.

E.	 Jalur Kedua: Tahapan Mufti Saat Menetapkan dan 
Mengeluarkan Fatwa
1.	 Menyusun Kerangka Hukum Secara Sistematis

Mufti wajib menyusun kerangka hukum secara runtut, 
dimulai dari penetapan dalil, penentuan kaidah, analisis 
maqāṣid, hingga kesimpulan hukum. Al-Ghazālī menegaskan 
bahwa keteraturan argumentasi merupakan syarat validitas 
ijtihad dan fatwa.54

53	 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah, jil. 2, Beirut: Dār 
al-Maʿrifah, 2004, hlm. 8–10.

54	 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ʿIlm al-Uṣūl, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub 
al-ʿIlmiyyah, 2000, hlm. 286–289.
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Kerangka ini juga memudahkan fatwa dipahami dan 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Contoh:
Fatwa MUI disusun dengan bagian: pertimbangan syar‘i, 
pertimbangan kemaslahatan, dan ketetapan hukum.

2.	 Menyebutkan Dalil, Kaidah, dan ‘Illat Hukum

Dalam fatwa, mufti dianjurkan menyebutkan dalil Al-Qur’an 
dan Sunnah, disertai kaidah fikih dan ‘illat hukum yang relevan. 
Al-Qarāfī menegaskan bahwa penjelasan ‘illat mencegah 
kesalahpahaman dan membuka ruang edukasi hukum bagi 
masyarakat.

Contoh:
Larangan riba dijelaskan dengan dalil nash dan ‘illat 
eksploitasi serta ketidakadilan.

3.	 Mempertimbangkan Maqāsid al-Sharī‘ah

Fatwa yang sahih harus mengarah pada realisasi maqāṣid al-
sharī‘ah, terutama perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan 
harta. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa fatwa yang bertentangan 
dengan maqāṣid, meskipun tampak benar secara literal, perlu 
ditinjau ulang.55

Contoh:
Kebolehan vaksinasi untuk menjaga keselamatan jiwa 
meskipun terdapat unsur yang awalnya diperselisihkan.

55 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, jil. 4, Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2004, 
hlm. 244–247.
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4.	 Memberi Pengantar atas Hukum yang Sensitif atau Tidak 
Lazim

Jika fatwa berpotensi menimbulkan resistensi sosial, mufti 
perlu memberikan pengantar yang edukatif dan persuasif. 
Al-Shāṭibī menekankan bahwa mempertimbangkan kondisi 
masyarakat merupakan bagian dari hikmah syariat.56

Contoh:
Penjelasan bertahap tentang pelarangan praktik adat 
yang bertentangan dengan akidah.

5.	 Menawarkan Alternatif yang Halal dan Solutif

Mufti tidak cukup menyampaikan larangan, tetapi juga 
perlu menunjukkan alternatif  yang halal sebagai solusi. 
Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat untuk memudahkan 
dan membuka jalan kebaikan. Al-Ghazālī menegaskan bahwa 
syariat tidak menutup kemaslahatan umat.57

Contoh:
Larangan praktik riba disertai rekomendasi akad 
pembiayaan syariah.

F.	 Jalur Ketiga: Hal-hal yang Wajib Dihindari dalam Fatwa
Mufti wajib menghindari mengikuti hawa nafsu, tekanan 

sosial, atau kepentingan tertentu dalam fatwa. Al-Qarāfī 
memperingatkan bahwa fatwa yang mengikuti selera penanya 
merupakan bentuk pengkhianatan ilmiah. Selain itu, mufti 

56	 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, jil. 4, hlm. 233–235.
57	 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā, jil. 1, hlm. 290–292.
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dianjurkan menunda fatwa apabila penanya berada dalam 
kondisi psikologis tidak stabil, karena tujuan fatwa adalah 
memberi petunjuk, bukan menambah kebingungan.

G.	 Kaidah Perubahan Fatwa dan Batas-batasnya
1.	 Prinsip Umum: Perubahan Fatwa sebagai Keniscayaan 

Syar‘i

Perubahan fatwa merupakan keniscayaan dalam syariat 
Islam seiring perubahan realitas kehidupan. Para ulama usul 
fikih menegaskan bahwa fatwa sebagai penerapan hukum 
dapat berubah ketika sebab, kondisi, atau konteksnya berubah, 
selama tidak menyentuh perkara-perkara qat‘ī yang bersifat 
tetap. Al-Qarāfī menyatakan bahwa perbedaan hukum sering 
kali bersumber dari perbedaan realitas, bukan dari perubahan 
nash itu sendiri.58

Contoh:
Fatwa tentang tata kelola pasar dapat berbeda antara 
masyarakat agraris tradisional dan masyarakat urban 
modern dengan sistem perdagangan digital.

2.	 Perubahan Fatwa karena Perbedaan Zaman

Perubahan zaman memengaruhi struktur sosial, ekonomi, 
dan teknologi, sehingga berimplikasi pada penerapan hukum. 
Al-Shāṭibī menegaskan bahwa mengabaikan perubahan zaman 
dalam fatwa dapat menimbulkan kesulitan dan bertentangan 

58 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, al-Furūq, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998, 
hlm. 177–179.
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dengan tujuan syariat yang menghendaki kemudahan dan 
kemaslahatan.59

Namun demikian, perubahan zaman tidak boleh dijadikan 
dalih untuk mengubah hukum-hukum ibadah mahdhah yang 
telah ditetapkan secara tegas.

Contoh:
Fatwa tentang alat pembayaran berkembang dari emas–
perak ke uang kertas dan instrumen non-tunai.

3.	 Perubahan Fatwa karena Perbedaan Tempat

Perbedaan tempat membawa perbedaan adat, kondisi 
ekonomi, dan struktur sosial. Oleh karena itu, fatwa yang tepat 
di suatu wilayah belum tentu sesuai diterapkan di wilayah lain. 
Al-Qarāfī menegaskan bahwa fatwa harus memperhitungkan 
konteks lokal agar tidak menimbulkan mudarat sosial.60

Contoh:
Fatwa tentang pengelolaan zakat di daerah perkotaan 
dapat berbeda dengan daerah kepulauan atau 
pedalaman.

59	 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah, jil. 2, Beirut: Dār 
al-Maʿrifah, 2004, hlm. 302–304.

60	 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ʿan al-Aḥkām, Beirut: 
Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998, hlm. 121–124.
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4.	 Perubahan Fatwa karena Perubahan Adat dan Kebiasaan 
(‘Urf)

Adat (‘urf) yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat 
merupakan pertimbangan penting dalam fatwa. Al-Ghazālī 
dan para ulama setelahnya menegaskan bahwa banyak hukum 
mu‘āmalāt dibangun di atas adat yang berlaku di masyarakat.61 

Contoh:
Bentuk akad jual beli yang dahulu dilakukan secara 
lisan kini sah dilakukan secara elektronik berdasarkan 
kebiasaan yang berlaku.

5.	 Perubahan Fatwa karena Kondisi Darurat dan Kebutuhan 
Mendesak

Kondisi darurat (ḍarūrah) dan kebutuhan mendesak (ḥājah) 
dapat memengaruhi perubahan fatwa secara temporer. Al-
Shāṭibī menjelaskan bahwa syariat memberikan keringanan 
untuk menjaga kemaslahatan primer, terutama perlindungan 
jiwa dan agama.62

Perubahan fatwa dalam kondisi ini bersifat terbatas dan 
tidak dapat dijadikan hukum permanen.

Contoh:
Kebolehan menggunakan bahan tertentu yang asalnya 
terlarang dalam kondisi medis darurat.

61	 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ʿ Ilm al-Uṣūl, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub 
al-ʿIlmiyyah, 2000, hlm. 286–289.

62 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, jil. 2, Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2004, 
hlm. 286–288.



39Buku Panduan Fatwa

6.	 Perubahan Fatwa karena Perbedaan Niat dan Tujuan

Niat dan tujuan perbuatan merupakan faktor penting dalam 
penilaian hukum. Al-Qarāfī menegaskan bahwa perbedaan niat 
dapat mengubah status hukum suatu perbuatan yang secara 
lahiriah sama.63

Contoh:
Pemberian harta dapat bernilai sedekah, hibah, atau 
suap, tergantung niat dan konteksnya.

7.	 Batas-Batas Perubahan Fatwa

Meskipun fatwa dapat berubah, terdapat batas-batas yang 
tidak boleh dilanggar. Hukum-hukum yang bersifat qat‘ī al-
thubūt dan qat‘ī al-dalālah, terutama dalam aspek akidah dan 
ibadah mahdhah, tidak dapat diubah oleh perubahan zaman 
atau tempat. Al-Āmidī menegaskan bahwa perubahan fatwa 
hanya berlaku pada wilayah zhannī dan ijtihādī.64

Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara 
fleksibilitas dan keteguhan syariat.

8.	 Implikasi Praktis bagi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi 
Selatan

Bagi MUI Provinsi Sulawesi Selatan, kaidah perubahan fatwa 
menjadi dasar penting dalam merespons persoalan lokal seperti 

63 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, al-Furūq, jil. 4, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998, 
hlm. 33–36.

64 Sayf al-Dīn al-Āmidī, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, jil. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyyah, 1983, hlm. 34–36.
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adat budaya, kondisi geografis, dan dinamika sosial masyarakat 
Sulawesi Selatan. Fatwa daerah harus berpijak pada prinsip 
nasional MUI, namun tetap sensitif terhadap realitas lokal 
selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan fatwa 
nasional.

H.	 Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
1.	 Prinsip Umum SOP Fatwa

1)	 Fatwa merupakan keputusan keagamaan kolektif, bukan 
pendapat personal.

2)	 Setiap fatwa wajib melalui tahapan ilmiah, etik, dan 
sosial.

3)	 Fatwa diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat 
dan ketertiban sosial.

4)	 SOP ini bersifat mengikat secara internal kelembagaan.

2.	 Alur Kerja Fatwa (Flowchart Tekstual)

TAHAP 1

Penerimaan Permohonan Fatwa
1)	 Permohonan fatwa diterima oleh Sekretariat MUI Sulsel.
2)	 Permohonan dicatat secara administratif (tanggal, 

pihak pemohon, isu).
3)	 Permohonan diseleksi:

	y ❌ Ditolak: jika bukan ranah fatwa (sengketa pribadi, 
politik praktis).



41Buku Panduan Fatwa

	y ✅ Diterima: jika menyangkut persoalan keagamaan 
dan kemaslahatan publik.

Dasar prinsip: fatwa bukan respon reaktif, tetapi kebutuhan 
keumatan.65

TAHAP 2

Klarifikasi dan Pemahaman Masalah
1)	 Komisi Fatwa melakukan:

	y Klarifikasi maksud pemohon.
	y Penggalian fakta (taṣawwur al-mas’alah).

2)	 Penentuan:
	y Apakah kasus jelas atau memerlukan pendalaman
	y Apakah termasuk nawāzil (kasus baru).

Jika fakta belum jelas → fatwa DITUNDA.
Dasar prinsip: kesalahan taṣawwur menyebabkan kesalahan 

hukum.66

TAHAP 3

Kajian Syar‘i dan Akademik
1)	 Penyusunan bahan kajian meliputi:
	 Dalil Al-Qur’an dan Sunnah.

	y Pendapat fuqahā’ klasik dan kontemporer.
	y Kaidah fikih dan maqāṣid al-sharī‘ah.

65 Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ʿan al-Aḥkām, Beirut: 
Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1998, hlm. 3–5.

66 Sayf al-Dīn al-Āmidī, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, jil. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyyah, 1983, hlm. 34–36.
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2)	 Identifikasi:
	y Apakah fatwa mengikuti pendapat muʿtabar.
	y Apakah diperlukan tarjīḥ atau ijtihad kolektif.

 Fatwa tanpa kajian tertulis dinyatakan tidak sah secara 
prosedural.

TAHAP 4

Musyawarah dan Fatwa Kolektif
1)	 Rapat Komisi Fatwa:

	y Dipimpin Ketua Komisi Fatwa.

	y Diikuti anggota sesuai keahlian.

2)	 Dalam isu tertentu, dilakukan:
	y Konsultasi ahli (medis, ekonomi, teknologi, dsb.).

3)	 Keputusan diambil melalui:
	y Ijma‘ internal.

	y Atau mayoritas dengan catatan ilmiah.

Dasar prinsip: keputusan kolektif  lebih dekat pada 
kebenaran.67

TAHAP 5

Perumusan dan Redaksi Fatwa
1)	 Fatwa ditulis secara sistematis:

	y Menimbang
	y Mengingat

67 Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, jil. 2, Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2004, 
hlm. 8–10.
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	y Memperhatikan
	y Memutuskan

2)	 Bahasa fatwa:
	y Jelas, moderat, tidak provokatif.
	y Menghindari istilah teknis tanpa penjelasan.

3)	 Jika fatwa sensitif:
	y Diberi pengantar edukatif.

Fatwa adalah panduan umat, bukan vonis hukum pidana.68

TAHAP 6

Validasi dan Pengesahan
1)	 Fatwa diverifikasi:

	y Kesesuaian metodologi.
	y Konsistensi dengan fatwa nasional MUI.

2)	 Fatwa disahkan oleh:
	y Ketua MUI Sulsel.
	y Sekretaris MUI Sulsel.

Fatwa daerah tidak boleh bertentangan dengan prinsip 
nasional.

TAHAP 7

Publikasi dan Sosialisasi
1)	 Fatwa diumumkan secara resmi:

	y Surat keputusan.

68	 Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā, jil. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2000, 
hlm. 286–289.
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	y Website dan media resmi MUI SULSEL.
2)	 Sosialisasi: 

	y Dakwah.
	y Edukasi publik.
	y Koordinasi dengan ormas dan pemerintah daerah.

 Fatwa tanpa sosialisasi berpotensi disalahpahami.

TAHAP 8
Evaluasi dan Peninjauan
1)	 Fatwa dievaluasi secara berkala jika:

	y Terjadi perubahan kondisi.
	y Muncul dampak sosial signifikan.

2)	 Fatwa dapat:
	y Ditegaskan kembali.
	y Diperjelas.
	y Direvisi sesuai kaidah perubahan fatwa.

Revisi fatwa ≠ inkonsistensi, tetapi tanggung jawab ilmiah.69

3.	 Penutup SOP

SOP ini merupakan implementasi praktis dari Masālik al-
Iftā’ dalam tradisi Islam klasik dan modern. Dengan mengikuti 
SOP ini, MUI Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu 
menghasilkan fatwa yang ilmiah, moderat, kontekstual, dan 
berwibawa, serta menjaga kepercayaan umat dan stabilitas sosial 
keagamaan.

69 Aḥmad al-Raysūnī, Fiqh al-Ijtihād, Kairo: Dār al-Kalimah, 2013, hlm. 155–160.
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BAB III

PENUTUP

Fatwa merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan 
keagamaan umat Islam. Ia berfungsi sebagai jembatan antara teks 
syariat yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan yang 
senantiasa berubah. Oleh karena itu, fatwa tidak dapat dilepaskan 
dari sejarah, metodologi, dan etika keilmuan yang mengiringinya. 

Melalui buku panduan ini, telah ditegaskan bahwa fatwa dalam 
Islam berkembang secara bertahap—dari masa Nabi Muhammad 
 sahabat, tabi‘in, pembentukan mazhab, hingga era modern dan ,صلى الله عليه وسلم
kelembagaan. Perjalanan historis ini menunjukkan bahwa fatwa yang 
kredibel selalu berpijak pada sumber syariat, dijalankan dengan 
metodologi yang disiplin, serta memperhatikan kemaslahatan dan 
kondisi masyarakat.

Bab II buku ini menekankan pentingnya Masālik al-Iftā’ sebagai 
jalur kerja fatwa, mulai dari penerimaan pertanyaan, klarifikasi 
masalah, kajian ilmiah, musyawarah kolektif, hingga publikasi dan 
evaluasi fatwa. Penegasan SOP fatwa menjadi langkah strategis untuk 
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memastikan bahwa fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan dilahirkan 
melalui proses yang terukur, transparan, dan bertanggung jawab.

Buku panduan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi ruang 
ijtihad, melainkan untuk menuntun ijtihad agar tetap berada dalam 
koridor keilmuan dan etika Islam. Dengan panduan ini, diharapkan 
fatwa yang dihasilkan mampu menjawab persoalan umat secara 
tepat, menenangkan, dan mencerahkan, sekaligus menjaga persatuan 
dan keharmonisan sosial.

Semoga buku panduan ini menjadi rujukan yang bermanfaat 
dan terus disempurnakan seiring perkembangan zaman, demi 
terwujudnya fatwa yang moderat, kontekstual, dan berwibawa di 
tengah masyarakat Sulawesi Selatan.
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LAMPIRAN:

FATWA - FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
TAHUN 2021–2025

A.	 Pengantar Lampiran
Lampiran ini memuat kumpulan fatwa yang dikeluarkan 

oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan selama 
periode 2021–2025. Penyusunan lampiran bertujuan untuk 
mendokumentasikan secara sistematis keputusan-keputusan 
fatwa yang telah ditetapkan melalui mekanisme kelembagaan MUI 
Sulawesi Selatan, serta menjadi rujukan resmi bagi pengurus, aparat 
pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat luas.

Seluruh fatwa dalam lampiran ini merupakan hasil musyawarah 
Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan 
sesuai dengan prinsip Masālik al-Iftā’, kaidah perubahan fatwa, serta 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Fatwa sebagaimana diuraikan 
dalam Bab II buku panduan ini.

Lampiran ini bersifat dinamis dan terbuka untuk pembaruan, 
sesuai dengan kebutuhan dokumentasi dan pengarsipan 
kelembagaan.
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B.	 Klasifikasi Fatwa
Untuk memudahkan akses dan pemanfaatan, fatwa-fatwa dalam 

lampiran ini diklasifikasikan berdasarkan bidang sebagai berikut:
1.	 Fatwa Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan
2.	 Fatwa Bidang Ibadah dan Syiar Keagamaan
3.	 Fatwa Bidang Mu‘āmalāt dan Ekonomi Syariah
4.	 Fatwa Bidang Sosial, Budaya, dan Adat Lokal
5.	 Fatwa Bidang Kesehatan, Lingkungan, dan Isu 

Kontemporer
6.	 Fatwa Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
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C.	 Penyajian Fatwa-Fatwa 2021-2025
1.	 FATWA MUI SULSEL Tahun 2021
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2.	 FATWA MUI SULSEL Tahun 2022
2. FATWA MUI SULSEL Tahun 2022 : 
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3.	 FATWA MUI SULSEL Tahun 2023
3. FATWA MUI SULSEL Tahun 2023 : 
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4.	 FATWA MUI SULSEL Tahun 2024
4. FATWA MUI SULSEL Tahun 2024 : 
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5.	 FATWA MUI SULSEL Tahun 20255. FATWA MUI SULSEL Tahun 2025 : 
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D.	 Daftar Indeks Fatwa (2021–2025)

No Nomor Fatwa Tahun Tentang Bidang Keterangan
1 ............ 2021 ............ ............ ............
2 ............ 2022 ............ ............ ............
3 ............ 2023 ............ ............ ............
4 ............ 2024 ............ ............ ............
5 ............ 2025 ............ ............ ............

E.	 Ketentuan Penggunaan Lampiran
1.	 Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Buku Panduan Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
2.	 Setiap pengutipan fatwa wajib mencantumkan nomor 

dan tahun fatwa secara lengkap.
3.	 Apabila terjadi perbedaan redaksi antara lampiran dan 

naskah asli fatwa, maka yang dijadikan rujukan adalah 
naskah asli yang disahkan oleh MUI Sulsel.

4.	 Lampiran dapat diperbarui secara berkala sesuai dengan 
kebutuhan kelembagaan.

F.	 Penutup Lampiran
Dengan adanya ruang lampiran ini, diharapkan seluruh fatwa 

MUI Provinsi Sulawesi Selatan periode 2021–2025 terdokumentasi 
secara sistematis, transparan, dan mudah diakses. Lampiran ini 
sekaligus menjadi bukti akuntabilitas kelembagaan serta referensi 
penting dalam pengembangan fatwa yang berkelanjutan dan 
responsif terhadap kebutuhan umat.
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